BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis akan memberikan
kesimpulan sebagai barometer tentang permasalahan penentuan wali nikah terhadap
calon pengantin perempuan yang berstatus anak diluar nikah, di KUA Kec Kota
Selatan. Adapun yang menjadi beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penentuan wali nikah terhadap calon mempelai
perempuan yang berstatus anak diluar nikah, KUA Kecamatan Kota Selatan
menggunakan dasar Figih Islam terlebih dahulu yang diambil dari Kitab Al-
Muahazzab, yaitu apabila calon mempelai wanita itu anak pertama dan
walinya wali ayah, perlu dipertanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anak
pertamanya itu, bila terdapat ketidakwajaran seperti, baru 5 bulan nikah anak
pertama lahir, maka anak tersebut, termasuk kategori anak ibunya, dengan
demikian perlu diambil jalan tahkim (wali hakim).

2. Dasar hukum yang digunakan dalam penetapan wali nikah bagi calon
mempelai perempuan yang berstatus anak diluar nikah yang terdapat di KUA
Kecamatan Kota Selatan yaitu berdasarkan Figih Islam terlebih dahulu,
apabila dari para pihak wali tidak setuju maka dari pihak KUA menyuruh
mengambil keputusannya sendiri dalam penentuan status wali nikahnya sesuai
dengan hati nurani dan kesadaran pribadi, apakah akan menggunakan wali

hakim atau wali nasab.



5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penyusun berikan dalam hubungannya dengan pokok

masalah yang telah penyusun sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kota Selatan dalam mengatasi
permasalahan mengenai penentuan wali nikah terhadap calon mempelai
perempuan yang berstatus anak diluar nikah, seharusnya berpedoman kepada
Figih Islam. Karena Figih Islam sangat jelas mengatur asal usul anak hasil
nikah hamil sedangkan dalam peraturan perundang-undangan tidak begitu
jelas dalam mengatur asal usul anak hasil nikah hamil. Seharusnya
Pemerintah memasukan aturan tersebut dalam pasal-pasalnya, sehingga ada
kejelasan hukum status anak hasil nikah hamil.

2. Kepada Pemerintah. Khusunya Kementerian Agama pusat yang membawahi
Kantor Urusan Agama, agar memberikan peraturan dan petunjuk yang tegas
dan khusus tentang pelaksanaan penentuan wali nikah terhadap calon
mempelai perempuan yang berstatus anak diluar nikah. Agar dapat
dilaksanakan oleh Kantor Urusan agama dan mensosialisaikan kepada Kantor
Urusan Agama di seluruh Indoneseia. Dan dalam menyelesaikan masalah
mengenai perwalian terhadap calon mempelai perempuan yang berstatus anak
diluar nikah Kantor Urusan Agama harus berpedoman kepada peraturan Figih
Islam. jika tidak maka terjadi suatu pernikahan walinya tidak sah dan

implikasinya ketika suatu pernikahan tidak sah maka hubungan dijalanipun



akan menjadi suatu hubungan perzinahan dan hal ini akan akan terjadi terus
sampai generasi seterusnya.
Kepada peneliti untuk menambah wawasan dalam hal ini peran Pegawai

Pencatat Nikah dalam penentuan wali nikah.
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